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2. Undeng-Undang Nomor 8 Tamm 1974 tentang Pokok-pokok Kepegewaien 
(Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambehan 
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah 
diubah do.ngan lhdaag-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbanm Nogms 
Republilc Indones.ia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembanm Negara 
Republik Indonesia Namor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclenggaman Negara 
Y ans Bersih clan Bebas dari Korupsi, KoJusi dan Nepotiame (Lembman 
Neaara Republik Indonesia Nomor 75. Tembahan Lemberan Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undans-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentuk.en Propinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 217, Tembahan Lernbaran Republi.k Indonesia Negara 
Nomor 4033)~ 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingknt Il dan Kotapnsja di Sumatcra Selatan (Lcmbman Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821 ); 

Mcnimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pcndayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 40/I<BP/M.PAN/4/2003 tansga1 23 April 2003 
tentang penetapan eselon Kepala tats Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama clan Sekolah Menengah Umum clan Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 
tanggal 27 juni 2003 tentang Penetapen eselon Kepala Tata Usaha Sekoleh 
Mencngah Kejuruan, clipandang perlu menetapkan Eselon Kepala Tata Usaha 
Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah AtBs Negeri dan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negen dengan Petatunm Deerah Kebepeten 
Belitung; 

BUPATI BELITUNG, 

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENOAHPERTAMA 
NEGERL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN 

SEKOLAHMENENGAH KBJURUANNEGBRI, 

NOMOR 20 TAHUN 2005 

PERATURANDAERAH KABUPATEN BELITUNG 
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11. Penatunn Pemerintah Nomor 38 Tah\D\ 1992 tentang Tenaga 

Kepeadidikan ~mbaran Neaara Republik Indonesia Tahllll 1992 Nomor 
68, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) 
sobagaimma teleh diubah dongan Poraturan Pcmerinteh Nomor 39 Tah\Ul 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91. 
Tembehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974}, . 

12. Peraturan Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tmtang Kewenengan 
Pemttintah dan K.ewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lemberan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambehan Lemb&mn 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun. 1990 tentang Pendidilcan 

Me~ (.Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 19()() Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3413) 
sebasaimana telah diubah dengan Peraturan Pomerintah Nomor 56 TahlUl 
1998 (Lemberan Neaara Republ.ik Indonesia Tahllll 1998 Nomor 91. 
Tembehan Lembann Negara Republik Indonesia Nomor 3764}. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tembahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3412) scbaga.imana tclah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambehan Lembamn 
Rcpublik Indonesia Negara Nomor 3763); 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahen Dserah 

(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437); 

8. Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbengen Kcuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara R.epublik 
Indonesia Nomor 4438}, 

6. Uldang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulcan Pemturan 
Perundang-undangan (Lembemn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistcm Pendidikan 
Nasional (Lembaren Negara Republilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 
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BUP ATIBELITIJNG 

DAN 

DEWANPERWAKILANRAKYAT DARRAH KABUPA1EN BELm.JNG 

Denasn Persetujuan Bersama 

17. Peraturan Daerah .Kabupaten Belituns Nomor 18 Tahun 2000 tentang 

Kewenanean Kabupaten Belituna (Lembaran Deemh Kabupeten Belituna 
Tamm 2000 Nomor 19}, 

18. Pcnturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dar.rah 
Kabupaten Belin.mg Tehun 2003 Nomor 15)~ 

19. Pentunn Deerah Kabupaten BeJituns Nomor 15 Tamm 2003 tenmna 
O!ganisasi Dines Pcndidik.an (Lembaren Dacrah Kabupetm Bclitu.ng 
Tamm 2003 Nomor 30~ 

16. Penaturan Pemerintah Nomor 19 Tamm 2005 tentang Standar Nasional 
Pcndidikan (Lembamn Negara Rcpublik Indonesia I alum 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

15. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2003 tcntBng Pedoman Organi.3asi 
Perangkat Daemh (Lembamn Negva R.epublilc Indonesia Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4262)~ 

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kcnaikan Pangkat 
Pesawai Negeri Sipil (Lembaran Neg,ara Republilc Indonesia TahW1 2000 
Nomor 196. Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017) sebagaimana teJah diubah dengan Pemturan Pcmcrintah Nomor 12 
Tahun 2002 (Lembaran N9f8 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomot" 
32. Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4193)~ 

14. Pcraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pcngangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Deism Jabatan Struktural (Lembaren Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197. Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dcngan 
Pffllturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembsran Negam Republik 
Indonesia Tehun 2002 Nomar 33. Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 4194J, 



4 D:\R4pe.rd4\2005\V2-ESELON Tfl.doc 

(3) Penetapan pejabat untuk jabatan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dan 
(2). ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

(1) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri clan Sekolah 

Menengah Atas Negeri merupakan WlSW' pelaksana teknis di bidang 
administrasi pcndidik.en di tingkat Sekolah Mcncngah Pcrtama Negcri dan 
Sekolsh Men.enggh At.as Negeri densan penetapan jabatan eselon V.a. 

(2) Kepela Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan WlSUI' 

pelaksana teknis di bidang administasi pendidikan di tingkat Sekolah 
Menenggh Kejwuan Negeri dengm,. penetapan jabetan eaelon IV.b. 

Pasal2 

BABU 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNOSIDAN KEWENANGAN 

Pasal I 

Da1am Pcraturan Dserah ini yang dirnebud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 

3. Bupat:i adalah Bupati Belitung, 

4. Dinas Pendidikan adaJah Dinas Pendidilcan Kabupaten Belitung. 

5. Kepala Dines adalah Kepela Dines PendidiJcan Kabupeten Belitung. 

6. Kepela Tata Usaha Sckolah adalah Kepela Tata UJaha Sekolah yang 
melaksanakan kegiatan administif pendidikan pada Sekolah Menengah 
Pertama Negcri.. Sekolah Mcnengah At83 Negeri den Sekolah Menengnh 
Kejuruan Neseri, 

BABI 
KETENIUAN"UMUM 

Menetapkan :PBRATURAN DAER.AH KABUPATBN BBLITUNG TBNTANG 
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA NEOERI, SEKOLAH MBNBNOAH ATAS NEOERI DAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUANNEGERI,. 

MBMUTUSKAN: 
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(1) Da1am melalcsanak.an tugasnya, Kepala Tata Usaha bertanggung jawab 
momimpin dan mengkoordinasikan bewehannya dan momberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelak.sanaan tups masing-masing. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Tata Usaha Wajib menempkan prinsip 
koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara vcrtikal dan horizontal sesuai 
dengan tugea pokoknya. 

Pua16 

BAB ill 
TATAKBRJA 

Pasal4 

Untulc menyelenesarabm tusas sebsgainuma dimalcsud dalam Pasal 3, Kepala 
Tata Usaba mempunyai ftm~i dan wewenang : 
a penyusunan rencana dan program kerja ketatausahaan sekolah; 
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian, administrasi 

kesiswaan dan Administrasi Kurilculum~ 

c. pcnyelenggmaan pengelolaan keuangan dan petbcndaharaan; 

d, penyelcnggaraan kegiatan pcngadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan. 
surat menyurat. kearsipan dan kehumasan. 

Pasal5 

a Da1am melaksanakan ftmg,i sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 4. Kepala 
Tata Usaha Sekolah dibentu oleh beberapa orang staf. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (l), Kepala 
Tata Usaha eecam fungsional bemda dibewah den bertan@gung jewab 
kepada Kepala Selroleh dan secara struktw:al administmsi berada chbawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidilcan Kabupeten 
Bclitung. 

(l) Kepala Tata Usaha Sekoleh Mencngah Pertmna Negeri, SclroJah 
Mcncngah Atas Ncgcri dan Sckolah Mcncngah Kejuruan Ncgcri. 
mempunyai tuges melaksanekan kegiatan administmsi pendidikan yang 
menjadi tanggung jawab di bidang tugasnya 

Pasal 3 
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Diundangkan di Tanjunepandan 
Pads tanggal 2 Desember 2005 

Ditetapkan di Tenjune;pandan 
PS(lJll"tq~[lll 2 Desember 2005 . 
.---. )' 

Peratmen Daemh ini muJai berlaku peda tanggal diunden8lcan. 

Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera1uran 
Daereh ini dengan penempatsnnya da1am Lembaran DBerah Ksbupaten 
Belitung. 

Pasal9 

BABV 
KETENTIJANPENUTIJP 

Hal-hal yang belum distur dalam Pemtumn D8618h ini slam ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku. 

Pasal 8 r. 

BABN 
KETENTIJANPERALIHAN 

(2) Kepala Tata Usaha secara fungsional wajib mengikuti petunjuk clan 
bertanggung jawab kepada Kepsla Sekolah dan menyarnpailcan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 


